
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia 

yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian 

yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun 

rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan 

kasih sayang.
1
 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 

akad yang sangat kuat atau mi>tha>qan ghali>zan untuk menaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 
2
 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menjelaskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi tujuan yang hakiki dalam sebuah 

perkawinan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang saki>nah 

yang selalu dihiasi mawaddah dan rah{mah.
3
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Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan menurut Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah membentuk keluarga 

bahagia dan kekal, masing-masing suami istri saling membantu dan 

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. 

Memang tujuan perkawinan sering tidak tercapai secara utuh, hal 

tersebut dapat dilihat beberapa peristiwa yang terjadi dalam perkawinan, 

yaitu suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, sehingga 

menimbulkan percekcokan dan pertengkaran dalam rumah tangga. 

Percekcokan dan pertengkaran antara suami istri yang tidak dapat 

didamaikan biasanya akan berakhir dengan jalan perceraian. 

Hukum islam menetapkan hak talak bagi suami dan suamilah yang 

memegang kendali talak, karena suami dipandang telah mampu 

memelihara kelangsungan hidup bersama. Suami diberi beban membayar 

mahar dan memikul nafkah istri dan anak-anaknya. Demikian pula suami 

diwajibkan menjamin nafkah istri selama ia menjalankan ‘iddahnya. Hal 

tersebut menjadi pengikat bagi suami untuk tidak menjatuhkan talak 

dengan sesuka hati.
4
 

Ibnu Qayyim berkata bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang 

menikahi, karena itulah yang berhak menahan istri, yakni merujuknya. 

Suami tidak memerlukan persaksian untuk mempergunakan haknya. Tidak 
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ada riwayat dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya sesuatu yang 

menjadi dalil dan alasan disyari‟atkannya persaksian talak.
5
 

Namun dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat, ada yang 

berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak. 

Alasan mereka ialah firman Allah dalam surat Al-T}ala>q ayat 2: 

 

Artinya: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di 

antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena 

Allah. 

 

Dalam hal persaksian talak ini rupanya Pemerintah Indonesia 

cenderung kepada keharusan adanya persaksian talak dimaksud. Hal ini 

dapat dilihat pada Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di 

depan sidang Pengadilan yang berwenang”. 

Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah 

tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan isteri yang disebabkan oleh 

berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya 

akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu.
6
 

Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah isteri menjalani 

masa ‘iddah, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan 

mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah 
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suaminya menceraikan dirinya.
7
 Hukum ‘iddah adalah wajib bagi seorang 

isteri yang ditalak suaminya, hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat 

Al-Baqarah Ayat 228: 

 

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru‟. Tidak boleh mereka menyembunyikan 

apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman 

kepada Allah dan hari akhirat.
8
 

 

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah 

wajib memberikan mut’ah dan nafkah selama masa ‘iddah bagi isterinya 

yang telah dijatuhi talak.
9
 Mut’ah adalah pemberian mantan suami kepada 

isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.
10

 

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus 

dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat 

hukum dari cerai talak dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian 

Hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 241: 

 

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah 

diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ru >f, sebagai 

suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
11
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Dari penggalan ayat di atas dimaksudkan bahwa setiap wanita yang 

ditalak berhak mendapatkan mut’ah (pemberian). Pemberian mut’ah ini 

diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan, baik yang belum 

diserahkan maharnya maupun yang sudah ditentukan maharnya, baik 

wanita yang diceraikan sebelum dicampuri atau yang sudah dicampuri. Ini 

adalah pendapat Imam Syafi‟i. Dan pendapat ini pula yang menjadi 

pegangan Sa‟id bin Jubair dan ulama salaf lainnya, dan menjadi pilihan 

Ibnu Jarir.  Ukuran mut’ah tidak diterangkan dalam syara‟. Pendapat yang 

kuat adalah pendapat ulama Syafi‟iyah, pendapat Abu Yusuf dari ulama 

Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim 

ketika berijtihad tentang ukuran mut’ah hendaknya melihat kondisi suami, 

apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.
12

 Sebagaimana 

firman Allah surat Al-Baqarah ayat 236 : 

  

Artinya: Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) 

kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan 

orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian 

menurut yang patut. 

  
Selain mut’ah, kewajiban lain dari suami adalah memberikan 

nafkah selama masa ‘iddah kepada isteri yang telah ditalak, dengan jangka 

waktu pemberiannya menurut keadaan isteri saat diceraikan. Dasar hukum 

memberikan nafkah ‘iddah yakni pada Al-Qur‟an surat Al-T}ala>q ayat 7:  
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 Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah 

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa 

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan. 

 

Ayat ini menjelaskan, hendaklah suami memberi nafkah kepada 

istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga 

dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia orang yang 

berkelapangan. Imam Syafi‟i dan para sahabatnya berkata, “Nafkah itu 

harus ditentukan dan dibatasi. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini 

adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin.”
13

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga sudah diatur mengenai 

kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada mantan istri yakni 

pada pasal 149 huruf a dan b. 

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami 

wajib:  

a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, 

baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qabla al-
dukhu>l.  

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri 

selama dalam ‘iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak 

ba>’in atau nushu>z dalam keadaan tidak hamil” 
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Ketika sebuah perkara permohonan cerai talak dikabulkan dan 

putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan 

Agama dapat mengadakan sidang penyaksian ikrar talak, sejak itulah 

perceraian terjadi dan ikatan perkawinan antara suami istri menjadi putus. 

Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat beberapa perkara 

mengenai cerai talak yang mana di dalamnya hakim membebankan suami 

(pemohon) untuk memberikan nafkah kepada istri (termohon) baik itu 

nafkah ‘iddah ataupun nafkah mut’ah sesuai dengan kepatutan suami. 

Pada perkara No. 0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, ketika Pengadilan 

Agama menggelar sidang penyaksian ikrar talak untuk memberi 

kesempatan kepada pemohon mengikrarkan talaknya kepada termohon 

sebagaimana isi amar putusan. Termohon menyatakan dirinya siap untuk 

menerima talak dari pemohon dan sekaligus meminta kepada pemohon 

agar setelah ikrar talak diucapkan, pemohon segera pula menyerahkan 

kepadanya semua yang menjadi haknya sebagaimana dinyatakan dalam 

amar putusan yaitu nafkah ‘iddah, mut’ah dan yang lainnya. Namun sering 

sekali keinginan termohon tersebut tidak bisa dipenuhi karena pemohon 

dengan berbagai alasan menyatakan dirinya belum siap memenuhi 

perintah putusan tersebut.
14

 

Tapi secara realita justru dengan ditundanya ikrar talak karena ada 

kewajiban suami yang harus dibayar lebih dulu, kaum wanita sangat 

dirugikan, banyak pembacaan ikrar talak tidak bisa dijalankan karena 

                                                           
14

 Mohamad Imron, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Wawancara, Kediri, 7 Januari 

2017. 



menunggu suami membayar nafkah yang ditetapkan oleh Hakim. Apabila 

pemohon beritikad buruk, meskipun ia mampu membayar sesuai dengan 

isi putusan, akan tetapi ia tidak mau membayar, sehingga putusan hakim 

banyak yang tidak dilaksanakan, pada akhirnya putusan-putusan seperti itu 

dianggap sebagai putusan yang tidak berguna. Hal ini merupakan ironi, 

banyak suami yang pergi begitu saja karena tidak mau membayar 

kewajiban nafkah ‘iddah dan mut’ah tersebut dan akibatnya putusan 

menjadi tidak bermanfaat sehingga perkawinan tidak jadi putus. 

Pada perkara lain yakni perkara No. 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr 

dan 2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, adapula hakim yang mengizinkan 

pemohon untuk mengikrarkan talaknya. Dan kewajiban pembayaran 

nafkah kepada istri dilakukan setelah ikrar talak. Akan tetapi pada 

kenyataanya suami tak kunjung menunaikan kewajibannya kepada istri. 

Ketika suami belum sanggup untuk membayar, pihak Pengadilan 

melakukan penahanan akta cerai dari suami dan diberikan ketika sudah 

melunasi pembayaran tersebut.
15

 

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam 

menentukan pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah yang menjadi hak 

seorang isteri yang dicerai harus memberikan upaya dalam menjamin 

pelaksanaan pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah yang diakibatkan 

putusan pengadilan tersebut agar putusan yang dikeluarkan memenuhi asas 

kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut mengenai pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah 

dalam perkara cerai talak yang mana istri mempunyai hak diberikan 

nafkah selama masa ‘iddah dari suami selepas perceraian terjadi, terutama 

dalam perkara cerai talak. Dan hal tersebut merupakan kewajiban yang 

harus dipenuhi oleh suami. Di samping itu, penulis juga ingin mengetahui 

upaya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam memberikan jaminan 

pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah agar hak-hak istri tersebut dapat 

terpenuhi. Untuk itu, penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian 

dengan judul “UPAYA HAKIM DALAM MENENTUKAN CARA  

PEMBAYARAN NAFKAH ‘IDDAH DAN MUT’AH PADA 

PERKARA CERAI TALAK (STUDI PUTUSAN No. 

0918/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr, 1899/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr dan 

2366/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr)” 

 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana cara hakim dalam menentukan besarnya pembayaran 

nafkah ‘iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak? 

2. Bagaimana upaya hakim dalam memberikan jaminan pembayaran 

nafkah ‘iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui cara hakim dalam menentukan besarnya 

pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak. 



2. Untuk mengetahui upaya hakim dalam memberikan jaminan 

pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

bidang ilmu hukum khususnya masalah hukum perdata yang 

berhubungan dengan upaya dalam menjamin pembayaran nafkah 

‘iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi 

pengembang ilmu pengetahuan, sehingga diperoleh pemahaman yang 

empiris, mengenai kewajiban pembayaran nafkah ’iddah dan mut’ah 

kepada istri. 

2. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi 

pejabat profesional yang berkompeten dalam menjalankan tugasnya 

khususnya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan diharapkan 

mampu memberikan solusi yang mana bisa menjamin pembayaran 

nafkah ‘iddah dan mut’ah dapat terlaksana dengan maksimal. 

 

E. Telaah Pustaka 

Sejauh ini penulis belum menemukan skripsi yang secara khusus 

membahas judul dan masalah yang serupa khususnya di Jurusan Syariah 

Prodi Ahwal al-Syakhsiyah STAIN Kediri. Dalam karya ilmiah ini, penulis 

menemukan data yang berhubungan dengan bahasan “Upaya Hakim dalam 



Menentukan Cara Pembayaran Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai 

Talak”, di antaranya: 

1. Uswatun Hasanah,
16

 dalam skripsinya “Nafkah untuk Mantan Istri 

(Studi Analisis Pandangan Asghar Ali Engineer)” menyimpulkan 

bahwa menurut Asghar Ali Engineer mantan istri bisa mendapatkan 

nafkah sampai mantan istri tersebut meninggal atau menikah lagi. 

Karena jauh dari rasa keadilan bila istri yang dicerai harus dipelihara 

oleh orang tua atau kerabatnya setelah periode ‘iddah, karena pada 

dasarnya semua manusia adalah sama, merdeka dan makhluk berakal 

yang memberikan kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. 

Dalam analisis skripsi ini hasilnya adalah yang pertama, bahwasannya 

kriteria mantan istri yang mendapatkan nafkah adalah : (1) seorang 

wanita yang telah dicerai dan tidak mampu untuk memelihara dirinya 

sendiri (miskin). (2) seorang wanita yang sudah sangat tua usianya, 

(3) wanita tersebut tidak memiliki sanak famili. Sedangkan yang 

kedua terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yaitu “Kepada 

wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) 

mut’ah menurut yang ma’ru>f, sebagai suatu kewajiban bagi orang-

orang yang bertakwa.” Yang ketiga bahwasannya pemikiran Asghar 

memiliki relevansi dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 41 

(c), yang mana juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang 

memberikan nafkah untuk mantan istri sampai masa ‘iddah. 
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2. M. Saekoni, tahun 2015, skripsi dengan judul: Pemberian Nafkah 

Iddah terhadap Mantan Istri yang Ditalak Cerai karena Nusyuz 

(Analisis Putusan Pengadilan Agama Slawi No. 

2408/Pdt.G/2014/PA.Slawi).
17

 Pada skripsi ini menjelaskan bahwa 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang menjatuhkan putusan 

untuk tetap memberikan nafkah ‘iddah kepada istri yang nushu>z 

adalah karena pemohon atau suami di persidangan tidak 

mempermasalahkan dan suka rela serta sanggup memberikan nafkah 

‘iddah tersebut kepada mantan istrinya yang nushu>z. 

3. Fitri Rahmiyani Annas, tahun 2014, skripsi dengan judul: Nafkah 

Iddah dan Mut‟ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama 

Makassar.
18

 Pada skripsi ini membahas tentang pembebanan nafkah 

‘iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak serta pelaksanaan 

putusan hakim. Pembebanan nafkah ‘iddah dan mut’ah pada perkara 

cerai talak di Pengadilan Agama Makassar dilakukan jika isteri 

mengajukan gugatan rekonpensi terkait nafkah ‘iddah dan mut’ah 

ataupun hakim menghukum suami secara ex officio untuk membayar 

nafkah ‘iddah dan mut’ah. Namun ketidakhadiran isteri selama proses 

persidangan berlangsung menjadi kendala utama dalam pembebanan 

nafkah. Dan untuk pelaksanaan putusan hakim tentang pembebanan 

nafkah ‘iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak di Pengadilan 
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Agama Makassar terdiri dari dua cara yaitu secara sukarela dan secara 

paksa (eksekusi) oleh pengadilan. 

4. Faris Ahmad Jundhi, tahun 2013, Pemberian Nafkah Iddah pada Cerai 

Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Pati No. 

1925/Pdt.G/2010/PA.Pt).
19

 Pada skripsi ini menjelaskan bahwa hakim 

Pengadilan Agama Pati menjatuhkan putusan untuk tetap memberikan 

nafkah ‘iddah kepada istri yang mengajukan cerai gugat. Dalam 

perkara ini, hakim mempertimbangan pemberian nafkah ‘iddah dan 

mut’ah pada talak ba>’in ini didasarkan pada pendapat Imam Hanafi. 

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah 

dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut ber-

‘iddah karena perpisahan disebabkan pelanggaran istri, seperti istri 

murtad setelah bercampur atau tindakan istri menodai kehormatan 

mertua seperti orang tua suami atau saudara-saudaranya, istri hanya 

berhak tempat tinggal dan tidak berhak nafkah. 

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dipaparkan di atas 

menjelaskan mengenai  pemberian nafkah ‘iddah dan mut’ah, baik itu dalam 

perkara cerai talak maupun cerai gugat serta kriteria istri yang berhak 

mendapatkan nafkah. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari skripsi yang 

penulis angkat ialah penulis membahas mengenai cara hakim dalam 

menentukan besarnya pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah dalam perkara 

cerai talak dimana istri mempunyai hak untuk diberikan nafkah selepas 
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terjadinya perceraian akibat talak dari suami. Di samping itu, penulis 

membahas pula tentang upaya hakim dalam memberikan jaminan 

pembayaran nafkah ‘iddah dan mut’ah pada perkara cerai talak. Hal ini 

dimaksudkan agar hak-hak seorang istri dapat terpenuhi. Karena selama ini 

hak istri seringkali diabaikan oleh suami. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat mengungkap solusi alternatif untuk permasalahan ini.  

 


